-
'

Megnimbahg L

- Mcngingat :
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PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

'NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG |

 WALI KOTA BALIKPAPAN, |
bahwa tenaga kerja merupakan mbdal utama dalam
pelaksanaan pembangunan, karena itu proses

- rekruitmen, penempatan, pemagangan, pelatihan dan

produktivitas, serta perhndungan tenaga kerja yang
‘terstruktur dan terpadu perlu dilakukan guna
meningkatkan Kkesejahteraan masyarakat serta dapat'
mewujudkan kondusivitas ketenagakerjaan; S
bahwa pengaturan ketenagakerjaan  di Koté..,
Balikpapan mencakup pembangunan sumberdaya '
manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing

~ tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kexja; |

pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dang
pembinaan hubungan industrial;

bahwa untuk melaksanakan }kctentuan dalam o

Lampiran huruf G Undang—Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, ‘dimana ‘bidang
ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib -
‘yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota;
bahwa berdasarkan pertunbangan ' sebagannana '
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu :
‘menetapkan 'Peraturan  Daerah tentang f
Penyelenggaraan Ketenagakeljaan, B '

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara,.
- Republik Indonesia Tahun 1945; ~ :

Undang-Undang Nomor 27 Tahuh 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesm

 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
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 Menetapkan  : PERA’I‘URAN DAERAH TENTANG =~ PENYELENGGARAAN

1
2,
- pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan

Noo AL

o

. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. S v
. Pemenntah Provinsi adalah Pemerintah Provms1 Kahmantan Tlmur . _
. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. | o
. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bahkpapan | S

22

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 |

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk _

- Indonesia Nomor 1820); . |
‘3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
| Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Republik .

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan .

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebaga1mana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undangfundang :

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), L

Dengan Persctujuan Bersama - .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
WALI KOTA BALIKPAPAN I

MEMUTUSKAN:

KETENAGAKERJAAN o e
BABI - , : |
KETENTUANUMUM =

Pasal 1

: | Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan o 'v - , |
" 1. Daerah adalah Kota Balikpapan. ‘ B

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebaga1 unsur penyelenggara -

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja .
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. = . .

Tenaga Kerja adalah setlap orang yang mampu melakukan pekeljaan guna .

- menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhl kebutuhan'
- sendiri maupun untuk masyarakat. » S
. Pekelja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah

. atau 1rnbalan dalam bentuk lain, ‘ . .
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v‘ 10. Pcmben Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan hukum, atau

‘badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja: dengan
_membayar upah atau 1mbalan ‘

| '11. Pengusaha adalah:

'a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukurn yang

- menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; . :

 b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara

. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; :

' c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada d1

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a

~ dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indones1a T 1

12. Perusahaan adalah: B ‘

~ a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

| perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang mempekex]akan peker_]a/ buruh

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; P

. b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mcmpunya1 pengurus
‘dan mempckeljakan orang lain dengan membayar upah atau 1mbalan

- dalam bentuk lain. : i

13. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dlbentuk dan, oleh

 dan untuk peker_]a/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan

- yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung _]awab

. guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentlngan _

. pekerja/buruh serta menmgkatkan kese;ahteraan peker_]a/ buruh dan

: . keluarganya. _ _ .
- 14, Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana

ketenagakeljaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam
o penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
- ketenagakeljaan yang berkesinambungan. - :

15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk membcn memperoleh

' memngkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktmtas
~ disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahhan
- tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi Jabatan atau pckezjaan

- »16 Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah 1nstan51

. pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuh1 persyaratan
. untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. _ ;
17. Kompeten31 Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup :
~aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kexja yang sesua1 dengan ’

standar yang ditetapkan. n

18.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatlhan kerja yan‘g' :

dlselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga. pelatlhan
 dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
. instruktur atau pekerja/buruh yang Ieblh berpengalaman, dalam proses
- produksi barang dan/atau jasa di pemsahaan, dalam rangka menguasau |
~ keterampilan atau keahlian tertentu. |
19. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar
- kerja, penyuluhan dan bxmbmgan jabatan, dan penempatan kerja.

‘20 Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan niencah

. pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih
pe‘:kv_eszﬂaan_yang» dinyata:kan‘de'ngan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada

P
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 pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja atau melamar peker_]aané

- kepada pemben kerja.
21,

Penempatan Tenaga Kerja adalah keglatan untuk mempertemukan tenagaii

kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh:
“ pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan|
pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengané_

22,

‘kebutuhannya.
Bursa Ker_la khusus adalah tempat pelayanan keglatan penempatan tenaga

kelja NS 4

Perjanjian - Kerja adalah perjanjian antara peker_]a/ buruh dengan
pengusaha atau pemben kexja yang memuat syarat—syarat keqa hak dan

- kewajiban para pihak.

24.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentukf

~ antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yangf

terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang’
‘didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara‘

- ;!:Repubhk Indonesia Tahun 1945.

25,
o . pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan
. 26.
" mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dlbuat secara tertuhs oleh

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat - yang :

dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
~perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan persehslhan
: pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar senkat '

peker_]a/ senkat buruh hanya dalam satu perusahaan

| ‘5(1)

)

- a. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kexja secara optlmal :

L
oo

o Pasal 2.
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dimaksudkan. untuk menmgkatkan ‘-
‘kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembmaan 3
‘dan perlmdungan Tenaga Kerja di.Daerah. : '

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:

!

‘dan manusiawi; ‘ : i

b »mewujudkan pemerataan kesempatan Kkerja dan penyedlaan Tenaga

Kerja sesuai kebutuhan;

| c ‘memberikan pembinaan, penempatan dan perhndungan bag1 Tenaga o

Kerja dalam mewujudkan dan menmgkatkan kese_]ahteraan Tenaga ‘
Kerja dan keluarganya; dan : :

d. memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar terc1pta 1k11m

o

fusaha yang kondusif.

BAB II v
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3 .
Pemenntah Daerah  bertanggung  jawab - atas ' penyelenggaraan :
Ketenagaker]aan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- .

~ undangan.
2

©oa. melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

o

Pemerintah Daerah melalm Dinas bertugas
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| menyedla.kan informasi Ketenagakerjaan;
melaksanakan pelatihan, Pemagangan dan produktivitas tenaga kerja
. melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja; P
melaksanakan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja m1kro pada; '
instansi dan perusahaan; dan : S
f. melaksanakan pembinaan Hubungan Industnal dan keseJahteraanf )
- Tenaga Kerja. |
- (3) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”7
_huruf a dilaksanakan secara periodik selama 5 (lima) tahun sekali.

P a0 T

. BABII
RUANG LINGKUP

: Pasal 4 :
v Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagakerjaan mehputl
| pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
- Pencari Kerja dan Pemberi Kerja;
rekrutmen dan seleksi Tenaga Kerja; :
penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja
hubungan kerja dan pengupahan; v
- Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Ker_la .
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lam dan
pelayanan Ketenagaker_]aan dalam j Janngan ~

i
¢
i

PR MO RO TP

o BAB IV SR
PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA |

- Bagian Kesatu - o ‘
Umum_ ' .

T Pasal 5 . - '
(1) Pemermtah Daerah melakukan pembinaan pelatlhan pemagangan dan
" produktivitas Tenaga Kerja , !
(2 Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dan produktmtas Tenaga
Kerja sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Balai Latihan Kerja. '
{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelatlhan, pemagangan dah
~ produktivitas Tenaga Kerja sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur
dengan Peraturan Wali Kota. : : o

BeganKedua |
Pelatlhan Tenaga Kerja 5

o : - v Pasal 6 : : ‘
| (1) Pelatxhan Kelja bertujuan untuk memngkatkan dan /atau mengembangkan
'~ Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja. :
(2) Pelatihan Kerja = sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _dapé.t
 diselenggarakan oleh: : T
a. LPK Pemerintah;




':‘c LPK Swasta

- Pasal 7

. berhak mendapatkan sertifikat pelatlhan
ffmemperoleh Iegmmasx » kompetensmya dapat meng1kut1 _ sert1ﬁka51

. Naswnal Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lernbaga Sert1ﬁkas1 Profesi lainnya,

. (2) dan/: atau perorangan Wajlb memiliki izin dari Pemenntah Daerah.

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Wah Kota

Pasal 9

) b;’ LPK Perusahaan, atau i’; ; S o % !

: jpeserta yang telah menglkutl Pelatlhan Ker_ya yang dlselenggarakan LPK x ,
fjsebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (2] dan dmyatakan lulus

‘Dalam hal peserta pelatihan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) akan

ompetensi Kerja “melalui uji kompetens1 yang dllaksanakan Badan}' i

”_b'a1k yang dllaksanakan secara mandm maupun program Pemermtah atau
Jperusahaan S ' - o :
Pasal8

| ‘. Penyelenggara Pelatlhan Kelja sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat :

Ketentuan mengena1 tata cara, prosedur dan pcrsyaratan memperoleh 1zm I

. dan/s atau Standar Khusus.

S kuahfikasx KKNI dan/ atau SKKNI dan / atau - ‘Standar. Internasional
j-ff’mengajukan Akreditasi di bawah pembinaan Dinas.

i kepada Dinas.

ayat (3) dlatur dengan Peraturan Wali Kota

ey Tenaga kerjanya.
- d1b1aya1 oleh investor. = .-
".:"g.‘-sumber daya manuma wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan

d1koord1na81kan dengan Dmas

1) Lembaga penyelenggara pelatlhan Wa_ub mempersxapkan menmgkatkan ol
~“'dan” mempertahankan kuahtas dalam setlap penyelenggaraan pelatlhan]* .
. dan/ atau Pemagangan menuJu kualifikasi ‘yang sesuai dengan Kerangka | -

}._fKuahfikam Nasional Indonesia (KKNI) dan/ atau Standar Kerangka’vvi"- o
"j‘v“>bKua11ﬁkas1 Nasmnal Indonesia (SKKNI) dan/ atau Standar Internaswnal T

Dalam hal penyelenggaraan pelatlhan dan/ atau Pemagangan mcnujuf} s

dan/ atau. Standar Khusus, Lembaga Penyelenggara Pelatlhan dapat I
(3) LPK Swasta. menyampalkan laporan keg1atan set1ap ‘3 (t1ga) bulan sekah-
Ketentuan mengena1 tata cara pelaporan sebagalmana d1maksud pa da? :

: . Perusahaan/ 1nvestor yang menanamkan ,, fnodalnya d1 Daerah Wapb ':
~melatih Tenaga Ker_]a Daerah untuk dltempatkan dan menglsl kebutuhanf R

@) Pelatihan Tenaga Kexja Daerah sebagaunana dlmaksud pada aYat (1), B

) Perusahaan yang berdofm&h di Daerah dan memlhkl program pemngkatanv’ o

| - lingkungan - dlbldang Ketenagakeqaan ’yang dalarn pelaksanaannyaf', o
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~ Bagian Kefiga
Pernagangan

. ' - - Pasal 11 : . ) |
: (1) Pemagangan merupakan program Pelauhan Kex;]a yang bertujuan
L mempersxapkan Tenaga Kerja untuk- memperoleh keahlian tertentu dan

" memiliki pengalaman kerja sehingga terserap di pasar kerja. o O

(2) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar peljanpan

Pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dlbuat secara tertuhs ;,_ o

dan diketahui atau disahkan oleh Dinas. S ;
(3) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dlsclenggarakan »
tidak melalui pexjanjlan Pemagangan dianggap tidak sah dan- status
peserta berubah menjadl Pekerja/Buruh pada Perusahaan pemben
pekerjaan.
(4) Peserta Pemagangan berasal dari:
" a. Pencari Kerja;
~ b. siswa LPK; dan/atau S
c. Tenaga Kerja yang akan dltmgkatkan kompetensmya

. ' o Pasal 12 :

(1) Jangka waktu Pemagangan paling lama 12 (dua belas) bulan | :
(2) Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi. tertentu akan .
' memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka harus v
\ --dltuangkan dalam - perjanjian Pemagangan baru dan dlketahm serta
 disahkan oleh Dinas. | | |

BABV :
PENCARI KERJA DAN PEMBERI KERJA

Bagian Kesatu -
Pencari Kerja

: : Pasal 13
(1) Pencan Kexja Wajlb mendaftar pada Dinas.
(2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bag1 :
- penyandang disabilitas sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. j
(3) Pencari Kerja yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- diberikan tanda bukti pendaftaran berupa kartu Pencari Kerja.”
(4) Pencari Kerja terdaftar yang telah mendapatkan pekexjaan Wajlb melapor
- kepada Dinas. -
~ (5) Pencari Kerja yang telah terdaftar tetap1 belurn mendapatkan pekeljaan,
harus melaporkan diri setiap 6 (enam) bulan sekali. : .
(6) Pencari Kerja yang tidak melaksanakan kewajlban sebagaimana dxmaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dlhapuskan R
- dari buku pendaftaran atau database Pencari Kerja.
" (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan
S Pencan KClja diatur dengan Peraturan Wah Kota
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- Bagian Kedua
L Pemberi Kerja

, , Pasal 14 ‘ _ SRR SRR SRS
(1) Pemberl Kexja dapat berasal dan perusahaan maupun métanSi FRT
(2) Pemben KerJa wa_]lb melaporkan secara tertuhs setlap ada dan / atau akan
o ada lowongan pekerjaan kepada Dinas. : B I NP PR
(3) Ketentuan ‘mengenai tata cara dan bentuk pelaporan lowongan pekerjaang,'.,
‘ 'sebagalmana d1maksud pada ayat (2) dlatur dengan Peraturan Wah Kota P

o BABVI
REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KERJA

: ’ff- : Baglan Kesatu .
o Rekruitmén’ﬁ

RRLAR » S v Pasal 15 ‘ : R o o
Dalam proses rekrutmen dan seleksi harus dllakukan dengan 1t1kad beuk SR
‘”-’Ju.]ur dan transparan yang dldasarkan kepada kaldah yang logls, et1s danf o
,berkeadllan LT . o S S

C }‘I.}.}:

o Pasa116 e SN R
:(1)‘ Rekrutmen Tenaga Kerja dapat dilaksanakan oIeh Pemben Kerja melalul;'f .
: vrekrutmen secara langsung (merekrut sendm) atau melalm pelaksana'f
Pcnempatan Tenaga Kexja S P
‘v'v_{_;Rekrutmen sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan dengan S
.~ mekanisme antar kerja lokal atau antar kerja antar daerah. SR s
"’,_.,-”Rekrutmen yang dllakukan oleh Pemberl Kexja Wajlb mempersyaratkan -
kartu pencan ker_] a. _ t |
4) Dalam. hal rekrutmen Tenaga KCI‘_]a yang akan dukut1 pahng Sedlklt 25
”:}-v}.i';-(dua puluh hma) _]umlah lowongan peker_]aan, Pemben Kerja harus ——
{ menyampmkan perencanaan seleksi kepada Dinas untuk dlevalua31 dalam'f; S
T 'waktu 7 (tu1uh) han sebelum dllaksanakan seleks1 e ¥ LR
: "‘3:"-5.']'ayat (1) hasﬂnya dllaporkan kepada Dinas. Ll e BT P
) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ‘cara rekrutmen dan ) pelaporan‘.; ».‘_‘.::: o
. -v_‘.:,;’;.;Tenaga Kclja dlatur dengan Peraturan Wah Kota STREOR IR S

Baglan Kedua
' Selek51
G Pasal 17 v S »
w1 Pelaksanaan selekm dllakukan melalu1 selek81 admlnlstras1 dan seleksxl-v‘":

':‘f;,Pelaksana;éh seleks1 admm1st1'a31 awal oleh Pemben KClja dapat bekeqasama
. dengan pelaksana Penempatan Tenaga Kexja SRS G ‘, ,
: ‘j_' Dlnas meIakukan momtormg terhadap pelaksanaan selek81 tekms




PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

)
e

.
o

] f.;‘» (6)

@

m

. Tenaga Ker_la dan pengguna Tenaga Kerja

BAB VI

- Baglan Kesatu
Penempatan ’I‘enaga Kerja

Pasal 18 o o
Perusahaan yang ada di Daerah memberdayakan ‘Penempatan Tenaga :
Kerja Daerah sesuai dengan kompetensi dan keahhannya sebagai upaya ‘
memngkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Dalam proses Penempatan Tenaga Kerja harus dilaksanakan dengan asas_f

terbuka, bebas Objcktlf adil dan setara tanpa dlsknmmas1

' Pasal 19 ‘ |
Penempatan Tenaga Kerja meliputi Penempatan Tenaga Ker]a di dalam'

- negeri dan di luar negeri. . {

Pencmpatan Tenaga Kerja di dalam negen, dllaksanakan oleh "
a. Dinas; : 3 C

b. Lembaga swasta berbadan hukum; dan

c. Bursa Kerja Khusus yang berada di satuan pendldlkan menengah ,
- pendidikan tinggi dan LPK. . -
Penempatan Tenaga Kerja di luar negen dllaksanakan oleh Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ;
Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kexja Lokal Antar ;.
Kerja Antar Daerah atau Antar Kerja Antar Negara. b
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Bursa Kelja Khusus'
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dan huruf c, dalam
melaksanakan pelayanan Penempatan Tenaga Ker_]a Wajlb memperoleh
izin dari Dinas. : : i
Pcrseorangan, Perusahaan, dan pelaksana Penempatan Tenaga Kerja ;
Antar Kerja Antar Negara dalam melakukan Penempatan Tcnaga Kexja. .
sampai dengan pasca wajib melaporkan kepada Dinas. - : N
Perseorangan, Perusahaan, dan pelaksana Penempatan Tenaga Keqa '

“Antar Kerja Antar Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tldak‘

melaporkan kepada Dinas dikenakan sanksi admmlstratlf berupai
peringatan tertulis. -
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dlmaksud pada ayat
(2) dan Pemben Kerja melaporkan kegiatan usaha Penempatan Tenaga
Kerja secara tertulis setiap pelaksanaan penempatan kepada Dinas. .
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penempatan Tenaga Kelja dan
pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8} diatur dengan |
Peraturan Wali Kota. v Lo
: Pasal 20 -
Pelaksanaan Pcnempatan Tenaga Kerja sebagaJmana dlmaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf a dilarang memungut biaya penempatan, baik

langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada ‘



@
~ dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

(1)
.

- @

(1)
= )

e
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-Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja sebagalmana dlmaksud da]am
~ Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, hanya dapat memungut bxaya '

Penempatan Tenaga Kerja dari pengguna Tenaga Kerja tertentu sesual L

Pasal 21 2 ‘v
Pemben Kerja Wajlb memberikan kesempatan kerja kepada Tenaga Kexja }

penyandang disabilitas sesuai dengan keahlian. - ’ R

Kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja penyandang dlsablhtas sebagalmana

‘dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 1 (satu) Tenaga Kerja dan setlap
- 100 (seratus) penerimaan Tenaga Kerja. B i L _ !

Bagian Kedua
Perluasan Kesempatan Kerja

:
{
;
.
I

: » Pasal 22 | | g S
Pemerlntah Daerah melaksanakan pembmaan perluasan kesempatan
kerja sektor informal di Daerah. ' :
Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan
dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya '
manusia dan teknologi tepat guna. : .
Penciptaan perluasan kesempatan ketja sebagaxmana dimaksud pada

_ ayat (2) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan Tenaga :

‘Kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat
- guna, dan pendayagunaan Tenaga Kerja atau pola lain yang dapat '
) mendorong tercxptanya perluasan kesempatan kerja ’

BAB VIII S
HUBUNGAN KERJA DAN PENGUPAHAN S

~ Bagian Kesatu
- Hubungan Kerja

Pasal 23 : : :

Hubungan kerja terjadi karena adanya Perj anpan Kerja antara Pengusaha
dan Pekerja/Buruh. : P
Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan'
atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Ker;;a Waktu
Tidak Tertentu (PKWT’I‘) yang d1buat secara tertuhs dalam bahasa
Indonesia.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wapb dicatatkan oleh pengusaha kepada
Dinas. ‘
Peqanpan Kerja Waktu Txdak Tertentu dllaporkan oleh Pengusaha kepada
Dinas. ;
Ketentuan lebzh lanjut mengenai persyaratan, tata cara pembuatan, .

: pencatatan dan pelaporan Petjanjian Kerja Waktu Tertentu dan’ Per_;anpan o

Kerja Waktu Tldak Tertentu diatur dengan Peraturan Wal1 Kota

[



PR R , Pasal24 , e SR IR
g (1) Dalam mewu_]udkan hubungan ker_]a yang harmoms dan kondus1f CoLn

Ca. dllarang menahan atau meny1mpan dokumcn ash yang Slfatnyav e
melekat pada pekerja sebagai jaminan;
b. ;,’;;fwa;lb memberikan surat pengalaman ker_;a kepada pekexja yang Sudah R
putus hubungan ketja dengan masa kerja pahng emgkat 3 bulan; dan S
* dilarang berlaku diskriminasi yang dapat menimbulkan konflik suku  "
"' agama, ras, dan antar golongan (SARA) terhadap Pekerja/Buruh, |

; ‘-@;,}Dokumen asli sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf a antara lam q:-{; o
a. ljazah pendldlkan - o : e SN R

,. b sertifikat keahlian dan kecakapan S b B
~c. surat tanda nomor kendaraan dan/ atau buku pemlhk kendaraan et
" bermotor; atau | o C I D
:.d surat tanah/ sernﬁkat atas nama pekexja atau yang dlkuasakan B
kepada peker.la AEEI , e e S

. _ Bagian Kedua
Pengupahan

:'"(l) Pekerja/ Buruh berhak mendapatkan penghas11an/upah yang layak' B
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan DR : .
(2) Pengusaha wajib melaksanakan pengupahan sesuaJ ketentuan peraturanfﬁ L
- perundang—undangan o : RN R
"":;"‘(3) ‘Pengusaha  wajib membuat dan memberlkan bukt1 pembayaran upah:”:
'--'f“kepada Peker_]a/Buruh ' SR JRRPINRE - SRR P

S Untuk perhndungan upah pekeI]a yang layak sebagannana dlmaksud dalam L
Pasal 25 ayat (1) Pemermtah Daerah mengusulkan penetapan upah mlnlmum

kota’ kepada Gubemur Prov1n51 dengan memperhatlkan rekomenda31 Dewan R
'}vPengupahan Kota SR B EE E T R

AR R BABIX ekl e
e HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Hubungan Industrlal

SRR o v} Pasal 27 R T | e
o (1) Dalam f melaksanakan Hubungan - Industnal Pemenntah Daerah‘,fi.'_tf
- mempunyai fungsi memberikan pembinaan dan pelayanan
: (2) ~Dalam melaksanakan Hubungan Industnal Pekelja/ Buruh dan Senkat P

'2:1.}_[ _men_]alankan pekexjaan sesuai dengan kewajlbannya TR
'b. menjaga ketertiban dem1 kelangsungan produkm, R } . BT
:v.fvf:menyalurkan aspn‘a81 secara demokratls, e PR
};’mengembangkan keterampllan dan keahhannya, : '_5 e -
1kut serta memajukan perusahaan dan . }' SRR
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f vmemperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya

‘ ,‘Pekexja / Buruh secara terbuka demokratls dan berkeadllan

, . Pasal 28 T
Hubungan Industnal dﬂaksanakan melalm sarana antara laln
_a'.’ Serikat Peker_]a/ Senkat Buruh : IR
b Iembaga kerja sama tripartit;

" ‘c. Peraturan Perusahaan; :

d.' 'peraturan perundang—undangan Ketenagakerjaan, dan

e. lembaga penyelesalan Persehs1han Hubungan Industnal

Peker_;a/ Serlkat Buruh.

'ffd1catatkan pada Dinas. -

dan kemampuan Pengusaha

Pasal 30

10 (sepuluh) orang Tenaga Kerja wajib membuat Peraturan Pemsahaan

perrnohonan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Dinas.

.:._jwa_]lb dllaporkan kepada Dinas.

o Pasal 31

'.’Deteksx Dini Kerawanan Ketenagaker_]aan

. ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Wali Kota. v e e
(3) Dewan Pengupahan Kota Sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (1) bertugas T

pengusulan upah mlnlmum kota serta penerapan 31stem pengupahan di{}"’j
j;:tmgkat Daerah B S ST v

3)‘ Dalam’ ‘melaksanakan Hubungan Industrial, pengusaha dan orgamsasxi;;:vj”_»;.:v
-vpengusaha mempunya1 fungsi menciptakan kem1traan, mengembangkan};.
usaha, _memperluas lapangan kerja, dan membenkan kesejahteraan}ff_ GO

' : . Pasal 29 e . -‘: ;‘5 TE e
(1) Peker_]a/ Buruh berhak membentuk dan menjadl anggota Senkatf‘,_’j

‘ (2) _Serlkat Peker_]a / Serlkat Buruh sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) wajlbf:’ :

(3) Dalam ha.l ter_ladl perubahan AD /ART ‘susunan pengurus perubahaﬁ -
. dom1s1ll, penenmaan bantuan luar negen senkat pekerja/ senkat buruh EURER
,.,’Waj1b melaporkan kepada Dinas. : : S T

(4) Serikat" Pekexja/ Serikat Buruh yang d1catatkan olch 1nstans1 yang S
ifbertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan tmgkat Pemenntah Daerah
f;’ maupun Pemerintah Provinsi wajib dilaporkan kepada Dinas. e T ‘ RN
(5) Pengurus Serlkat Peker_la/ Serikat Buruh yang- telah memlhkl bukt1
L pencatatan dan Dinas wajib melaporkan kepada Pengusaha SERTRTRE S A e
- (6) Pengusaha dapat memfas1hta31 penyedlaan ruangan untuk Senkatj,_.f_» o

: _Pekelja/ Senkat Buruh yang ada dl Perusahaan sesua.l dengan kebutuhan oL

(}1)> Perusahaan yang mempeker_]akan Tenaga Kexja ber_]umlah pahng Sedlklt o
(2) Perusahaan ~sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) wa31b mengajukanb' vfi -

(3) Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi yang bertanggung'v"fi‘f:' L
o Jawab di- bldang ketenagakerjaan tlngkat Pcmermtah mqupun Provmsu : o

(1) A Pemermtah Daerah membentuk dan mengopUmalkan kelembagaan’

(2) Keanggotaan kelembagaan Ketenagakexjaan sebagalmana dlmaksud padav}

memberikan - saran dan pernmbangan kepada ‘Wali;Kota dalam rangka
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Pasal 32

i'_jjv(2) Pengusaha wa_]lb menglnlsla31 dan memfas1hta81 penyelesalan persel1s1hanuif’._, "
. melalui perundingan bipartit. L o

mencatatkan persehsmannya kepada Dlnas dengan melamplrkan buktl“

; pendaftaran

Wajlb dllaksanakan )

Pasal 33

" Agung. .

(4) T1m Detek31 D1n1 Kcrawanan Ketenagakerjaan sebagalmana d1maksud‘_} e
?'f‘;;pada ayat (1) bertugas menghlmpun informasi dan data ketenagaker_]aan iy
{:_v:‘dl tempat kerja, yang meliputi keluh kesah, keresahan yang mengarah B
pada Persehslhan Hubungan Industnal pemutusan hubungan ker]a,'f{ o

(1). Perse1131han Hubungan Industrial dlupayakan penyelesa1an terleblh"rfﬂ--:,?‘_5‘ -
" dahulu oleh’ Pekerja/ Buruh atau Serlkat Pekerja/ Senkat Buruh dengan’,a, o
_“Péngusaha/ gabungan Pengusaha rnelalul perundmgan b1part1t secara‘ o
‘musyawarah untuk rnufakat RS Lo o i o

'v_":(3) Dalam - hal perundingan sebagalfnana dlmaksud pada ayat (1) tldak:i",_’;;v.v‘-:j
»mencapal kesepakatan salah satu p1hak atau kedua belah pihak - -

: pelaksanaan perundmgan bipartit antara pekexja dan pengusaha B AR
(4) Dalam hal perundmgan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tercapalf”_f
kesepakatan para p1hak membuat per_]anjlan bersama dan dldaftarkan ke N
Péngadllan Hubungan Industrlal guna memperoleh akta buktl--_-' Lo

‘ (5) Perjanjlan Bersama yang telah dlsepakati oleh pekerja dan pengusahaf

('1) Penyelesalan Persellslhan Hubungan Indusfrlai yang t1dak selesa1 dl luar .;‘lf: ;
pengadllan Hubungan Industrlal dapat dlajukan ‘oleh- salah satu atauf”; -
b"para plhak melalu1 pengadllan Hubungan Industnal dan / atau Mahkamah o

f"Dalam hal putusan Pengadllan ‘ Hubungan Industrlal dan / atau o

Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap (mkracht van :
gewysde), Wa_]lb dllaksanakan kedua belah plhak L L x o
3 ":Dalam hal Persehsuhan Hubungan Industnal telah dlputus olehi,,’f-:

- B Pengadllan Hubungan Industrial dan telah mempun}’al kekuatan hukum‘. B

;tetap, Wa_]lb dllaksanakan

- Baglan Kedua v,
Kesejahteraan Tenaga Ker_la ’

Pasal 34

o fvPekerja/ Buruh, antara lain: o :
Ca seragam kerja beserta rak/ lemari / tempat penylmpanan
b, sarana keselaxnatan dan kesehatan kcqa,

- Jumlah Peker_]a/ Buruh R S
Lffd tempat olah raga yang memada1 dan representauf
“e. kantin; - L -
“f. Klinik kesehatan R o ALl 5
5_’: g ruang laktam (tempat / ruang 1bu menyusul baymya)

| ‘_‘;Perusahaan menyelenggarakan atau menyedlakan fasﬂltas kesejahteraanf_'a ¥ o

'{“'v»E:‘c sarana beribadah yang mernada1 dan repré'sentatlf sebandlng denganj‘v'?"*f_ﬁf"‘ .



1 h rekrea31 pahng Sedlklt 1 (satu) kah setlap tahun . AR
i fasﬂltas istirahat; - - e
e k0per331 pekerja R

pekeqa di atas 50 (lima puluh) orang; dan/ atau
1. tempat parklr di area perusahaan yang memadau dan representatlf

Pekelja/ Buruh dan ukuran kemampuan Perusahaan

Pasal 35

. peraturan perundang—undangan

sebagalrnana d1maksud pada ayat (1)

T - BABX R
;"‘PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
’ PERUSAHAAN LAIN ’ :

Pasal 36

_ pemborongan pekeqaan ataupun penyedxaan jasa PekerJa / Buruh

dllaporkan ke Dinas.

1 Perusahaan yang ada d1 Daerah

Pasal 37
o "mendaftarkan per_]anjlannya kepada Dinas.

:}.“dengan Peker_]a/ Buruh dan dlcatatkan ke Dinas.

" berwenang di Prov1ns1

- 'k angkutan antar . ‘_]emput Pekerja/Buruh bag1 Perusahaan dengani:’x'-‘;:;‘. s

(2)‘ Pényelenggaraan fasilitas kese_]ahteraan Pekerja/ Buruh sebaga1mana 1’ "
~ dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatlkan kebutuhan L

(1) Perusahaan Wajlb menglkutsertakan semua v Pekerja/ Buruh danl_: »
| _»keluarganya ‘dalam program jaminan sos1al sesua1 dengan ketentuan',' L

(2) Pemerintah Daerah melakukan peinbmaan kepesertaan Jamlnan sosxalf‘

( 1) Perusahaan pernben pekerjaan dapat menyerahkan sebaglan pelaksanaan ‘.;;
i pekexjaan penunjangnya kepada Perusahaan- lain - balk melalm E S

(2)‘Jems peker_]aan penun_]ang sebagan'nana dlmaksud pada ayat (1) yang
’akan ‘diserahkan kepada Perusahaan penenma pemborongan Wa_]lb
. v:(3)- Perusahaan pemben pékerjaan yang menyerahkan sebaglan pekexja‘anbf
I penunjang kepada Perusahaan lain baik  melalui penyedxaan jasa .
Peketja/Buruh maupun pemborongan pekexjaan, Wajlb memberdayakan o

"' (1) Perusahaan penyed1a jasa Pekerja/Buruh dan‘pernborongéln Pekel‘.laan S
 yang menerima pekerjaan dari Perusahaan pemben Pekefilaan WaJlb T

(2) Perusahaan ‘penyedia jasa Pekerja/ Bur\.ih dan/ atau - Perusahaan
o pemborongan pekerjaan wajib membuat Perjan31an chja secara tertuhs o

(3)”‘>:Perusahaan penyedla jasa Pekerja/ Buruh dari luar ‘Daerah yang akan'; :
' melakukan pelaksanaan pekerjaan di Daerah . Wajlb mem1hk1 dzin-
- operasional Perusahaan penyedla Jasa Pekcrja/ Buruh dan mstanSI yang R

’;'j.”(’é})vv'»Perusahaan penyedla _]asa Pekerja/ Buruh dan pemborongan pekexjaan . |
'»-;}yang ‘menerima pekerjaan dari Perusahaan pemben peker]aan Wajlb v
'v‘,}’menglkutsertakan seluruh Peker_la/ Buruhnya dalam program Jamman-_j,:;, B
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2 ~ BaBxt
: PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM JARINGAN

SO - Pasal38 S e
(1) Pelayanan Ketenagaker_]aan yang dxlaksanakan oleh Dlnas dxlakukan';_ o
*dalam jaringan (daring). e T SN R
(2) Pelayanan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl
a. pelayanan di b1dang Penempatan Tenaga Ketja,v o e
b pelayanan di bldang pelatihan dan produkt1v1tas Tenaga Kerja dan L
pelayanan di b1dang Hubungan Industnal dan Kesejahteraan Tenaga
: -(3) Ketentuan leblh lanjut mengena1 pelayanan Ketenagakexjaan'_b o
o sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlatur dengan Peraturan Wah Kota o Y

G BAB XII e
SANKSI ADMINISTRATIF

,Penyelenggara Pelatlhan Kerja sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) e
- dan Lembaga Pencmpatan Tenaga Kerja Swasta dan. Bursa KerJa khususf R
~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang tldak mem1hk1 121an R
dikenakan sank51 adm1n1strat1f berupa Sl B R S
~;‘;"-j}."a.;r-vteguran o
b.;_permgatan tertuhs '
" c. pembatalan keglatan usaha dan/ atau
d_,“f}pembekuan keglatan usaha e

Lembaga penyelenggara pelatlhan yang udak mclaksanakan ketentuanff LR
sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dlkenakan_ s‘anks_ill‘;;*;‘.'} .
* administratif berupa AR e Ee s e e
”._,-“;teguran : S PRI B S DR B
b. penngatan tertulls o
~c.. pembatalan keglatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha,
e pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran dan/ atau
pencabutan izin.

DR . v Pasal41 , : - SRS ST
._m_:-:’}fPerusahaan yang tldak melaksanakan ketcntuan sebagmmana dlmaksud
- dalam Pasal 10 ayat ( 1) dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (5),_"":_1:{; S

i'_’i-fsanks1 admlmstratlf berupa

: ;’»teguran, i.' o

.'permgatan tertuhs G e
Pembatalan keglatan usaha,;”:":f'l.v,-, = e
d. pembekuan keglatan usaha

'{pembatalan pendaftaran, o
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- penghennan sementara sebaglan atau seluruh alat produk81, dan /atau
.{”—fpencabutan izin. » v - ST

o Pasal 42 » - SR S
_ 1) Pemberl Ker]a yang “tidak melaksanakan ketentuanﬂ sebaga.lmanav’;:. L
"v"’f.:fdlmaksud dalam Pasal 14 ayat (2] dlkenakan sank31 admlmstratlf L
"_{»berupa . A SRR o
a. teguran, dan / atau
, . penngatan tertuhs : : S Lo
“2) Pemberi Kerja yang tldak melaksanakan ketentuan' sebagaxmana R
sy lvdlmaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dlkenakan sank31 admxmstratlf
‘:fa. ;_teguran, .

.’ peringatan tertuhs, , R
~_pembatalan persetujuan dan/atau T

. pembatalan pendaftaran |

o {é]}‘c'rf

Pengusaha yang tldak melaksanakan ketentuan sebagalmana dn’naksud
" dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (2) PR
‘dan - ayat (5), dlkenakan sank81 admmlstratlf berupa : . T
_a. teguran; | |
b. peringatan tertulls |

_c. pembatalan kegiatan usaha;

'f ‘fAd. :; ".jpembekuan kegiatan usaha,
f
g
h

e pembatalan pcrsctu_]uan

g ii:»ii,"pembatalan pendaftaran : L L
fpenghentlan sementara sebaglan atau seluruh aIat produkm, dan /atau
.‘". }_ pencabutan 1zm ' : : L : o

' - R Pasa144 L : - BT SR

7_; Serlkat Peketja/ Senkat Buruh yang tldak melaksanakan ketentuan T

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)' SR

 dikenakan s sanks1 adm1mstrat1f berupa: S e

. -a. teguran; .

o },f’”*penngatan tertuhs, C T

o ‘,vpembatalan persetu_;uan, dan /atau
: pembatalan pendaftaran

e L | Pasal45 B L I
_.;’v-v_Ketentuan leblh lanjut mengena1 tata cara ‘dan pelaksanaan sank31 L
”admmlstratxf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 39 sampa1 dengan Pasal 44 e
dlatur dengan Peraturan Wah Kota -
R BAB XIII -
o KE’I‘ENTUAN PIDANA
__ S S e Pasa146 L v o
"ijetlap orang yang melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam PasaI'

. 20 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagalmana dlatur dalam pcraturan :
’perundang-undangan d1 b1dang ketenagaker_}aan . v : S




" BAB XIV
KET ENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal d1undangkan L SRS P

iAgar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan__- -f-;f
dengan penempatannya dalam ' Lembaran Daerah Kota_,ﬁ» L

;;:,v'_;Dltetapkan dl Bahkpapan ST
- padatanggal 15 Agustus 2018
-WALI KOTA BALIKPAPAN e

v et

3‘.}D1undangkan d1 Bahkpapan
: pada tanggal 16 Agus tus 2018

"; SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
'f*'fittd o
| SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 1

: -A‘f:NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
;YFTIMUR (35/1/2018), S

e Salman sesuai dcngan ashnya ::‘ o j* o S R PR
'_}SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN SR ST B i+
‘ % KEPALA GIAN HUKUM BT

NIP 19610806 1990031004
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PENJELASAN ~ 0
ATAS ' . - :
- PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN | DR
~ NOMOR 1 TAHUN2018 |
~ TENTANG S o

- PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

UMUM

Kota Balikpapan dengan visinya ‘se'bagai" kotav mdustn
| perdagangan Jasa dan pariwisata dalam nuansa kota beriman, _berada d1
tengah jaringan transporta31, yakni Trans Kahmantan dan Trans

: j_;‘Nasmnal serta memiliki Pelabuhan Laut dan udara terbesar d_1
-Kalimantéﬁ Timur yaitu Pelabuhan Laut Semayaﬁg dan Bandar:ia.

E ‘Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Kondisi ini
_frvxenyebabkan’ Koté Balikpapan memiliki posisi}‘f yang : strategi!js
~diantara’ kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur ‘daﬁ
'd1anggap sebagai Pmtu Gerbang Kaltim. Mengmgat letak Kota
3 Bahkpapan yang strategis dan terjaminnya kondusifitas keamanan, |
}_‘sehmgga menjadl daya tarik bag1 mvestor untuk mengembangkan |
frusahanya, dan hal tersebut turut mendorong laju pertumbuhan o

. ekonom1 dan pesatnya pembangunan di Kota Bahkpapan L

o Namun kondisi tersebut, belum memberlkan kontnbum yang
| opt1ma1 dalam hal pemberdayaan tenaga kerja yang berasal dari Kota o
' Bahkpapan, dimana tingkat pengangguran masih cukup tmggl, dan .
belum optimalnyzi pemberdayaan pengusaha daerah dalam

pelaksanaan  pembangunan  kota, serta _belum optlmalnyav

v,k’epeduiian/ tanggung jawab sosial peru'sa}haan” (CSR) dalam

" pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan. -

Pembangunan ketenagakerjaan d1 Kota Bahkpapan yang mult1
fdlmensx dan memiliki keterkaitan dengan kepentmgan tenaga kexja
"_'"pengusaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu pengaturan

v 'yang ‘menyeluruh  dan komprehen31f antara lain mencakup ’

| pengembangan sumber daya manusia, pemngkatan produkhwtas dan |

. kompeten31 tenaga ker_]a upaya perluasan kesempatan kexja,.
‘pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan, pembmaan
" hubungan industrial, peningkatan kesejahteraan tenaga kerJa dan'

perlmdungan_ bagi tenaga kerja serta pengembangan dan peran s}ertg

‘viduniajvusaha untuk mewujudkan tenaga kerja berdaya samg tinggi
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1k11rn ketenagakeljaan yang kondu31f yang menjarmé

 dalam
kelangsungan usaha dan pemngkatan kesejahteraan pekega/ buruh”
PASAL  DEMI 'PASAL :
Cukup jelas'.;, o
‘Pasa12 o
Cukup Jelas.'f-vj: ,:‘.:» '
Pasal 3 ce e
,Cukup Jelas.v_ﬂ =
-..-»__;.APasal 4
. Cukup Jelas T
f Pasal 5
o Ayat (1)

- pencari kerja, serta pembinaan produktivitas kerja dilakukan

- melalui sosialisasi: (a) Penyadaran produktivitas dllakukan
~ untuk membangun kesadaran dan - komitmen - antara'f} SR
o pemenntah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam} LT
- rangka  peningkatan produktivitas; - (b) - Peningkatan =
'f;_produkt1v1tas dilakukan untuk mengembangkan budaya
- kerja yang produktif, etos kelja, inovasi teknologl serta

- efisiensi-  kegiatan  ekonomi; dan  (c) ' Pemeliharaan

fAyat 2)
i Cukup _]elas i
Ayat (3)
i Cukup Jelas

Cukup jelas

L Pasal 8
- ;. Ayat (1)

ST daftar bag1 LPK Pemenntah dan LPK Perusahaan
) :‘,;bAyat (2) S T .
Cukupjelas R SR

.;’vPasal 9 |
= Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pembmaan pelatihan dllakukan melalm program pelatlhan 1
. kerja berbasis kompetensi, pemagangan bag1 tenaga kerjadan =~

produktivitas merupakan upaya untuk mempertahankan dan,‘-: ; .
) 'menlngkatkan tmgkat produktlwtas yang telah dlcapal B

Perlzman penyelenggara pelauhan ker_]a yang dlbenkan oleh o
“Dinas meliputi izin operasional bagi LPK Swasta dan tanda j‘j
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B Cukup Jelas

_Pasal 12
e Ayat (1)
T Cukup _]elas
i i'Ayat @ |

o f. belas) bulan.

P Pasal 13
Cukup _]elas

c Cukup Jélas
;;Ayat (2) |
' Cukup Jelas

S d11ega11s1r oleh Dinas.
-?Ayat 4) »

JERE Cukup Jelas

5 Ayat 5y .
Cukupjelas
Ayat ®). .
Cukup Jelas

. Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)

© yang dlmaksud dengan tahapan kuahﬁkas1 kompeten81
- tertentu apabila keahlian yang akan dlperoleh ‘memiliki -
- tingkatan atau level keahlian dengan waktu melebihi 12 (dua‘ P
o belas) bulan; misal : untuk keahhan tertentu- mem111k1 lebih
dari - satu  level dan harus - dilaksanakan = secara =
’.*;berkesmambungan dlmana waktunya lebxh dar1 12 (d_ua”:,f

Ayat (3) T AP 1 -
o Kartu pencan kerja yang dlpersyaratkan adalah kartu yang SR
-+ diterbitkan oleh Dinas rnaupun darl daerah luar yang IR

,, .Perusahaan yang melakukan keglatan d1 Daerah seopt1rna1 '
S mungkin memberdayakan tenaga kerja- Daerah sesuai . = -
- kompetensinya, kecuali dalam hal pekerjaan ‘yang bersifat .

- paket berupa pemasangan mesin-mesin. atau peralatan

e memberdayakan tenaga ker_]a setempat sesuai kebutuhan *
ﬁ.ﬁAyat 2) S R e R
. CukupJelas I R

~ khusus, maka perusahaan dapat ‘membawa - sendiri tenaga ;
" kerja untuk pekerjaan utama dan untuk peker_]aan penunjang S
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kY :Ayat (1) c
- Cukup Jelas.'
Ayat 2) |
e Cukup _]elas. |
Ayat (3) S
B Cukup Jelas.' |
- Cukup Jelas. :
e Ayat (5) : : . I i . .
.. Pelayanan penempatan tenaga kexja yang dllaksanakan oleh
r‘,j ‘lembaga Lembaga Penempatan Tenaga Kerja ‘Swasta dan
~ Bursa Kerja Khusus termasuk di dalamnya adalah» e
RRTE pelaksanaan pameran bursa kexja/Job Market Falr S j
g ‘:‘;‘5 Ayat 6) , : o - , el
Lol Cukup Jelas. .
Ayat (7) -
o Cukup Jelas. ”
| ;;.‘Ayat (8) S
R Cukup Jelas. =
-’,;f-"fAYat @
Cukup_]elas.l- -

‘Pasal 20
' ":}E',CUkuP Jelas. T
i_.f"’,Pasal 21 S
Cukup ]elas.

Pasal2

‘Pasal 23" R
p Cukup Jelas'. SR

";Pasal 24

i Ayat (1) . T SANTRI R
IR :Yang d1maksud dengan perlakuan d1skr1m1na31 yang dapat DR
3"V:":‘f',‘mcnlmbulkan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan - - -
" (SARA) terhadap pekelja/ buruh adalah memerlntahkani*'{}_-
penggunaan pakaian, atribut dan/atau asesoris yang tidak =
.. sesuai dengan norma agama dan kepercayaan pekerja/ buruh? L
’ "dengan alasan apapun. ' S R R
i Cukup Jelas

'Pasal 25 :
Cukup Jelas

. " Usulan. penetapan UMK dllakukan setlap tahun dan penetapan :
upah minimum : berfungsi sebaga1 Jarmg pengaman (safety net)
~agar upah tidak dlbayar leblh rendah dar1 upah mmunurn yang
dltetapkan pemenntah v Lol o : L

= Cukup Jelas R
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Pasal 28

Cukup _]elas :
"”’Ayat 2 o i P i
. Dalam hal anggota yang duduk da.lam kelembagaan
ketenagakeljaan berasal dari orgamsam pengusaha dan -
f. orgamsam pekerja/buruh maka organisasi- “dimaksud. adalah
“. . yang telah dllaporkan dan /atau dlcatatkan kepada Dlnas '
v’.,'Ayat(3) o , LT s L e |
Cukup Jelas o
Ayat “4) o

: Cukup Jelas

Pasal 32 P
”“Cukup Jelas._uv o

Pasal 33 .
Cukup Jelas.

Pasal 34 S
Cukup_]elas. o

" Pembinaan yang dllaksanakan oleh Pemermtah Daerah:"»
- meliputi - sosmhsam, momtormg pelaksanaan, penyedlaan
fasﬂltas, dan kebgakan LT e R

: Cukup Jelas
Yang dllaporkan kepada Dmas adalah Jems-Jenls peker_]aanj;;. S

~ penunjang yang diserahkan oleh pemberi kerja dan daftar e

: perusahaan penemna pemborongan peker_;aan S S
Ayat(S) PR B P

Pasal 38
o Yang dlmaksud pelayanan dalam Jarmgan (darmg) adalah

pelayanan berbasis web (secara on: Izne) untuk rnembenkan

' 'kemudahan akscs bag1 masyarakat T ‘ R
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- . Cukup jelas
. Ayat(3)
B - Cukup jelas
~ Pasal 39 S
- Cukup jelas.
_l‘:’élsal 40
- Cukup jelas.
-.Pasal4‘1‘ o
- Cukup jelas.

Pasal42
~ Cukup jelas.
 Pasal 43
Cukup jelas.
’ "i’évlsal 44
~ Cukup jelas.
' Pasal 45 |
Cukup jelas.
Pasal 46 |
. Cukup jelas.

' Pasal47
~ Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 42



